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ABSTRAK 

Praktik perjanjian pada sektor jasa konstruksi di Indonesia masih marak 

menggunakan bentuk perjanjian baku, salah satunya adalah perjanjian 

pemborongan pembangunan gedung kantor Pelabuhan CPO Bumiharjo. 

Keseimbangan dalam perjanjian ini patut dipertanyakan karena pengguna jasa 

memiliki kedudukan yang lebih kuat, sehingga posisi tawar penyedia jasa pun 

lemah. Tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk menganalisis penerapan 

asas keseimbangan dalam perjanjian pembangunan gedung kantor di Pelabuhan 

CPO Bumiharjo dan untuk mengetahui akibat hukum dari ketidakseimbangan hak 

dan kewajiban perjanjian pembangunan gedung kantor di Pelabuhan CPO 

Bumiharjo terhadap perwujudan keadilan bagi para pihak. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan doktrinal atau yuridis normatif dengan ruang lingkup 

yang mencakup peraturan perundang-undangan beserta asas-asas hukum 

perjanjian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa asas keseimbangan dalam 

perjanjian pemborongan pembangunan gedung kantor Pelabuhan CPO Bumiharjo 

dinyatakan terganggu karena belum diterapkan secara optimal. Jumlah hak dan 

kewajiban berat sebelah dan secara kasuistik masih ditemukan klausula-klausula 

yang hanya menguntungkan pengguna jasa dan memberatkan penyedia jasa. Akibat 

hukum dari ditemukannya ketidakseimbangan hak dan kewajiban adalah perjanjian 

tetap absah serta mengikat para pihak, meskipun tidak mewujudkan keadilan. 

Pemulihan keseimbangan yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan 

keadilan bagi para pihak yaitu dengan adanya negosiasi atau penawaran ulang. 
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